
BUPATI SANGGAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SANGGAU 

NOMOR 82 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SANGGAU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas pimpinan daerah dan auditor 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam kota 
lebih dari 8 (delapan) jam, maka perlu penyesuaian 
beberapa komponen biaya standar perjalanan dinas 
dalam negeri sebagaimana diatur dalarn Peraturan 
Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraruran Bupati Nomor 14 Tahun 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 
Pera tu ran Bupati Nomor 34 Tahun 2016 ten tang 
Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sanggau; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 



Menetapkan 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 
Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057), 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20 I I tentang Perubahan Kedua Atas 
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah; 

10.Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas 
Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATJ NOMOR 34 TAHUN 2016 
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM 
NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peratu.ran Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati : 
a. Nomor 6 Tahun 2017; dan 
b. Nomor 14 Tahun 2017; 
diubah sebagai berikut: 
1. Diantara ayat (3) clan ayat (4) Pasal 5 disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 5 

(!) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, di golongkan ke dalam 13 (tiga belas) 
tingkatan yaitu : 
a. Bupati / Wakil Bupati; 
b. Pimpinan dan Anggota DPRD; 
c. PNS eselon II.a; 

d. PNS eselon II. b; 
e. PNS eselon III.a; 
f. PNS eselon Ill. b; 
g. PNS eselon IV dan golongan IV non eselon; 
h. PNS yang ditunjuk sebagai PIt; 
1. PNS golongan III non eselon; 

j. PNS golongan II; 
k. PNS golongan I; 
I. Non PNS; dan 
m. Tenaga Kontrak. 

(2) PNS yang ditunjuk sebagai Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
standar biaya perjalanan dinasnya diberikan sesuai/disamakan dengan tingkat 
eselon yang diduduki. 

(3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 yang terdiri dari Isteri 
Bupati, Isteri Wakil Bupati, Isteri Sekretaris Daerah, dan Isteri Pimpinan DPRD, 
diberi bantuan Perjalanan Dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS Golongan 
IV, sedangkan non PNS yang terdiri dari anggota organisasi wanita, diberikan 
bantuan Perjalanan Dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS Golongan 11; 

(3a) Dalam hal Isteri Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melaksanakan 
perjalanan dinas keluar Provinsi dalam rangka mendampingi suami diberikan 
biaya transportasi sesuai dengan besaran biaya transportasi Bupati/ Wakil 
Bupati/Sekretaris Daerah. 

(4) Tenaga Kontrak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat diberikan 
bantuan perjalanan dinas sebagai berikut : 
a. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu 

Rupiah) per hari; dan 
b. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi sebesar Rp. 250.000,- 

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari. 
(5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sccara 

lumpsu.m. 
(6) Khusus Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan Sopir Bupati/Wakil 

Bupati/Sekretaris Daerah yang berstatus Tenaga Kontrak, tidak dibayarkan 
perjalanan dinas kedalam daerah dan diberi kompensasi uang penunjang tugas 
yang besarannya diatur didalam standar biaya umum yang berlaku. 

(7) Khusus Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan Sopir Bupati/Wakil 
Bupati/ Sekretaris Daerah yang berstatus PNS, tidak dibayarkan perjalanan dinas 
kedalam daerah dan diberi kompensasi tambahan penghasilan yang besarannya 
diatur didalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

(8) Apabila Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan Sopir Bupati/Wakil 
Bupati/Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas kedalam daerah, wajib 
membawa SPPD scbagai kelengkapan pelaksanaan tugas. 

(9) Khusus untuk Ajudan Bupati, Ajudan WakiI Bupati, dan Bagian yang 
membidangi Humas Protokol dengan status Tenaga Kontrak, dapat 



melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi yang disetarakan dengan PNS 
golongan I. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 
(1) Khusus perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kelurahan yang dilakukan 

oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Kelurahan ke 
kelurahan dalam Kecamatan Kapuas dapat diberikan bantuan perjalanan dinas 
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 

(2) Dalam ha! aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan di Lingkungan 
Perangkat Daerah dalam kota Sanggau lebih dari 8 (delapan) jam, diberikan biaya 
perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 
(1) Biaya transportasi atau alat angkutan lainnya pulang-pergi dalam penugasan 

luar provinsi dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan biaya lainnya yang 
dipersyaratkan di tempat pemberangkatan. 

(2) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas keluar provinsi terjadi transit, maka akan 
ditambah biaya transportasi yang besaran harganya tidak melebihi indeks 
transportasi. 

(3) Khusus untuk perjalanan dinas keluar provinsi yang dilaksanakan oleh Bupati, 
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, isteri Bupati, isteri Wakil Bupati, dan isteri 
Sekretaris Daerah, bagian yang membidangi Hubungan Masyarakat dan Protokol, 
Ajudan Bupati/ Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah dengan 
kondisi harga tiket transportasi mengalami kenaikan melebihi indeks 
transportasi, maka pembayaran biaya transportasi atau angkutan lainnya 

pulang-pergi dapat dibayarkan sesuai dengan harga tiket yang berlaku pada saat 
itu. 

(4) Dalam ha! bukti pengeluaran transportasi tambahan tidak diperolch bukti yang 
sah, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya 
kebutuhan transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar 
tambahan biaya riil perjalanan dinas. 

(5) Bentuk format daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(6) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai 
kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya tambahan yang tercantum dalam 
daftar biaya tambahan perjalanan dinas. 

(7) Biaya perjalanan dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan. 
(8) Apabila penugasan keluar propinsi terdapat menginap di ibukota provinsi atau 

tempat lainnya dalam provinsi, maka uang harian dibayarkan sesuai dengan 
tempat keberadaan, dengan ketentuan hari keberangkatan dihitung dengan 
indeks uang harian tertinggi. 

4. Ketentuan dalarn Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura.n Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 31 Desember 2018 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUS HADI 
Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 31 Desember 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 

TTD 

A.L. LEY SANDRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 82. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA GIAN HUKUM DAN HAM, 

) 
NIP. 19700223 199903 1 002 
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 82 TAHUN 2018 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 
TENTANG STANDAR PERJALANAN 
DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SANGGAU. 

Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pengawas Fungsional melakukan pemeriksaan 
dilingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau dalam Kata Sanggau 

NO. WAKTU JABATAN RUPIAH 
(JAM) 

a. Auditor Utama / Pengawas Pemerintahan Rp. 400.000,- 
b. Auditor Madya / Pengawas Pemerintahan Rp. 350.000,- 
c. Auditor Muda / Pengawas Pemerintahan Rp. 325.000,- 
d. Auditor Pertama / Pengawas Pemerintahan Rp. 300.000,- 

1. > 8Jam 
e. Auditor Penyelia / Pengawas Pemerintahan Rp. 275.000,- 
f. Golongan III, IV Non Eselon dan Auditor Rp. 250.000,- 

Peiaksana Lanjutan 
g. Golongan II dan Auditor Pelaksana Rp. 225.000,- 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUS HADI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIA, HUKU DAN HAM, 

H 
Pe (IV /b) 

NIP 19700223 199903 1 002 


